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Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran (TA) 2021

Ytb. Bupad Tapanuli Utere
Di
Terutung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun

2006 dan UU Nomor 15 Tahun 20M, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan

(LK) Panerintah lGbupaten (Pemkab) Tapanuli Utara TA 2021 yang terdiri dari Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),

Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajann LK Pemkab

Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian

intem (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuli Utara TA 2021 ya;:.g

perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

l. Opini atas Lrporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dstr Kepatuhan tcrhsdap Keteltuen Perrtur:n
Peruodang-undangen
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan p€raturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negar4

diantaranya:

a.RealisasiBelanjaPerjalananDinasTidaksesuaiKetentuanSebesar
Rpl 14.842.200,00;

b. Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penglrasilan Pegawai PNS Sebesar

Rp240.075.775,00;

c. Kekurangan volume pekerjaan atas 49 paket pekerjaan belanja modal pada lima

SKpD setesar Rpg7l.I66.b40,7g dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum

dikenakan denda keterlambatan sebesar RpI6l '970'626,91
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Berdasarkan kelemahan-kelemahan rersebur. BpK merckomendasikan Bupari
Tapanuli Utara diantaranya memerintahkan para Kepala SKpD:

l. Lebih optimal dalam menga*.asi pelaksanaan enggaran pada saruan kerla lang
dipimpinnya;

2. Menginstruksikan:

a. Pejabat Penatausahasn Keuangan (PPK) SKPD terkait lebih cermat dalam
memverifikasi dokumen pertanggunglawaban belanja perjalanan dinas;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran RSUD lebih
cermat dalam menguji kebenaran p€fiitung&n atas pembayaran Tpp pNS;

c.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam pengawasan dan atas
pelaksanaan pekerjaan dan menarik:

l) Kelebihan pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar
Rp 102.432.000,00;

2) Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan untuk sembilan pegawai sebesar
Rp240.075.775,00; dan

3) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pelaksanaan 49 pak* pekerjaan
sebesar Rp50E.878.047,61 dan memperhitungkan denda keterlambatan pada

saat pembayaran 100% sebesar Rp I 61.970.626,93.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu
Laporan Nomor 42.NLW/XVlll.MDNl04l2O22, Nomor 42.B/LHP NWl.MDNl04l2022,
bertanggal 22 Apil 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tenturg Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan s€begaimana

dimaksud pada syat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhstian dan kerjasama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.
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